PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA TAHUN 2023.
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA TAHUN 2023.

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab Il huruf C angka 3
huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-
Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
menyebutkan bahwa IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara
berkala;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program
dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bima tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini
adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188); Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di



CATATAN

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
Komisi  Pemilihan  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 1
Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 ini
menetapkan tentang Indikator Kinerja Utama yang merupakan
ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini mulai berlaku
sejak ditetapkan tanggal 9 Januari 2023.
- 8halaman

- 1Lampiran



